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PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR % TAHUN 2011
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan
pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran
2011, maka perlu dilakukan perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atieh dan Perubahan Peraturan Pembentukan
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1994 (Lembaran Neaara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62. Tambahan Lembaran Neaara Republik Indonesia Nomor
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688):

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lLembaran Negara Republik indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor ¥
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 59);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lenmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2005 Nomor' 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
Peraturan [Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuritansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara {Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 INomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);

Peraturan Daerah Nomor ‘9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010/Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 23);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran
2011;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINS| SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2011



Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011, adalah:sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 4.480.781.885.964,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 470.076.844.110,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 4.950.858.730.074,00

2. Belanja

a. Semula Rp. 4.677.861.461.564,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 486.964.285.509,00
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 5.164.825.747.073,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (213.967.016.999,00)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan
1) Semula Rp. 387.997.281.600,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 16.887.441.399,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 404.884.722.999

b. Pengeluaran
1) Semula Rp. 190.917.706.000
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 190.917.706.000
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 213.967.016.999,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 3.181.899.532.186,00
2) Bertambah/({berkurang) Rp. 290.997.115.044,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 3.472.896.647.230,00
b. Dana Perimbangan
1) Semula Rp. 1.271.126.607.778,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 179.079.729.066,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp. 1.450.206.336.844,00



C.

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
a.

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
a.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan

Pajak Daerah
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan

Retribusi Daerah
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumiah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan

Dana Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Dana Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pgjak setelah perubahan

Dana Alokasi Umum
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumiah Retribusi Daerah setelah perubahan

Dana Alokasi Khusus
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumiah Retribusi Daerah setelah perubahan

Rp. 27.755.746.000,00
Rp. -

Rp. 2.889.740.172.669,00
Rp. 207.859.827.331,00
Rp. 21.105.318.350,00
Rp. 61.725.240,00
Rp. 201.173.204.457,00
Rp. 81.967.386.328,00
Rp. 69.880.836.710,00
Rp. 1.108.176.145,00
Rp. 347.432.069.878,00
Rp. 115.859.966.966,00
Rp. 894.556.837.900,00
Rp. 54.310.662.100,00
Rp. 29.137.700.000,00
Rp. 8.909.100.000,00

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

27.755.746.000,00

3.097:600.000.000,00

21.167.043.590,00

283.140.590.785,00

70.989.012.855,00

463.292.036.844,00

948.867.500.000,00

38.046.800.000,00



(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan :

a.

Pendapatan Hibah
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
a.

Belanja Tidak Langsung
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan

Belanja Langsung
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan

Belanja Pegawai
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

Belanja Hibah
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan

Belanja Bantuan Sosial
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 27.755.746.000,00
Rp. -

Rp. 2.031.752.185.499,00
Rp. 483.421.978.510,00
Rp. 2.646.109.276.065,00
Rp. 3.542.306.999,00
Rp. 643.505.925.499,00
Rp. 148.019.822.217,00
Rp. 313.239.000.000,00
Rp. 73.771.000.000,00
Rp. 47.844.000.000,00
Rp. 23.031.800.000,00
Rp. 701.000.000.000,00
Rp. 105.703.718.293,00

Rp.
Rp.

306.163.260.000,00
134.895.638.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan
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Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

27.755.746.000,00

2.5615.174.164.009,00

2.649.651.583.064,00

791.525.747.716,00

387.010.000.000,00

70.875.800.000,00

806.703.718.293,00

441.058.898.000,00



f.

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
a.

Belanja Tidak Terduga
1) Semula
2) Bertambah/{berkurang)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan

Belanja Pegawai
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

Belanja Barang dan Jasa
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan

Belanja Modal
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal A terdiri dari :

a.

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
a.

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
a.

Penerimaan
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumiah Penerimaan setelah perubahan

Pengeluaran

1) Semula

2) Bertambah/{berkurang)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumiah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya setelah perubahan

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan
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Rp. 20.000.000.000,00
Rp. (2.000.000.000,00)

Rp. 18.000.000.000,00
Rp. 168.042.216.675,00
Rp. 12.406.262.400,00

Rp. 180.448.479.075,00
Rp. 1.155.517.800.310,00
Rp. 68.882.738.799,00

Rp. 1.224.400.539.109,00
Rp. 1.322.549.259.080,00
Rp. (77.746.694.200,00)

Rp. 1.244.802.564.880,00
Rp. 387.997.281.600,00
Rp. 16.887.441.399,00

Rp. 404.884.722.999,00
Rp. 190.917.706.000,00
Rp. -

Rp. 190.917.706.000,00

Rp. 213.967.016.999,00
Rp. 387.997.281.600,00
Rp. 16.887.441.399,00

Rp. 404.884.722.999,00
Rp. 190.917.706.000,00
Rp. -

Rp. 190.917.706.000,00



Pasal 5

Uraian Lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran| Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran Il Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran Ili Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi 'Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam

Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pergolongan dan Per Jabatan
7. Lampiran Vil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran Vil Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
Pasal 6

Perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.



Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 29 November 2011

Pit. GUBERNUR SUMATERA UTARA,
dto
GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

=

NURDIN LUBIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI' SUMATERA UTARA TAHUN 2011 NOMOR 3



